
PENDAMPINGAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK 

UKM/IKM DI KABUPATEN TANAH LAUT 

 

Kegiatan pendampingan pendaftaran HKI dilakukan oleh Kemenkumham Propinsi Kalimantan Selatan. 

Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memberikan fasilitasi pendampingan ini.  

Acara dibuka oleh Bupati Tanah Laut. Beliau berharap akan dibentuk kerjasama antara Pemerintah 

Daerah dengan Kementrian Hukum dan HAM dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan 

adanya kerjasama tersebut diharapkan Kekayaan intelektual dari Kabupaten Tanah Laut bisa terdaftar 

dan dilindungi secara hukum. Acara ini juga dihadiri YPS (Yayasan Pecinta Sasirangan). 

Pada kegiatan ini, target UKM/IKM yang difasilitasi berjumlah 30 IKM yang terdiri dari IKM pangan, IKM 

kerajinan dan IKM fashion serta beberapa UKM. Pendampingan kali ini menitik beratkan pada 

pendaftaran merek karena merek merupakan salah satu aset yang perlu dilindungi secara hukum. 

Setelah acara dibuka oleh Bupati Tanah Laut, peserta pendampingan bergiliran ke dalam ruang 

pendampingan yang terletak di lantai 2. Pendampingan dibagi ke dalam 3 klaster, masing - masing 10 

orang.  

Rumah Tahanan Pelaihari menjadi salah satu peserta karena di dalam lembaga tersebut ada kelompok 

yang menghasilkan kerajinan Kayu seperti model kapal dan miniatur Rumah Banjar. 

Terdapat Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dari Desa Benua Tengah dan perwakilan dari Politeknik 

Tanah Laut yang datang sebagai peserta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. 

Pendafaran secara umum akan memerlukan biaya Rp. 1.800.000,- namun IKM binaan Dinas Tenaga 

Kerja Dan Perindustrian hanya akan dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- dengan didukung Surat 

Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian 



 

Perwakilan YPS (Yayasan Pecinta Sasirangan) 

 

Foto Bersama Saat Pembukaan 



 

Acara Pendampingan Pendaftaran HKI 

 

 

KEGIATAN PENDAMPINGAN AUDIT HALAL 

Sistem Jaminan Halal adalah Tata cara yang disusun dan diterapkan untuk mengatur bahan, proses 

produksi, produk, fasilitas dan SDM di perusahaan  agar terjaga kehalalan produk yang dihasilkan sesuai 

syariah; 

Manfaat Penerapan SJH 

1. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya Sertifikat Halal  

2. Timbul kesadaran internal dan perusahaan memiliki pedoman kesinambungan  proses produksi 

halal.  

3. Memberikan Jaminan dan ketentraman bagi masyarakat.  

4. Mencegah kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal. 

Kegiatan audit dilakukan pada Tanggal 14 September Tahun 2020. Audit dilakukan oleh Tim MUI 

Propinsi Kalimantan Selatan. IKM pertama yang di audit adalah IKM Uyah Oyok yang berlokasi di Desa 

Kait Kait Kecamatan Bati Bati. Hasil audit menyarankan IKM untuk mengikuti Pelatihan sistem jaminan 

Halal yang diselenggarakan oleh MUI.  

IKM kedua yang di audit adalah IKM Kerupuk Bakar Sidodadi yang berlokasi di Kelurahan Angsau 

Kecamatan Pelaihari. Tim Auditor menekankan untuk peningkatan SDM karyawan agar kegiatan 



produksi tidak mengandalkan one man army. Hasil audit mewajibkan IKM Sidodadi untuk mengikuti 

Pelatihan sistem jaminan Halal yang diselenggarakan oleh MUI.  

IKM Ketiga yang di audit adalah IKM Byhaf yang berlokasi di Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin. IKM 

Byhaf akan menambahkan satu produk untuk diikutkan sertifikasi halal dengan biaya mandiri. Hasil audit 

menyarankan IKM untuk mengikuti Pelatihan sistem jaminan Halal yang diselenggarakan oleh MUI. MUI 

akan mengeluarkan rekomendasi sementara yang berlaku selama 2 tahun sebelum BPJPH mengeluarkan 

sertifikat resmi yang berlaku selama 4 tahun; 

IKM keempat yang di audit adalah IKM Yamni Honey yang berlokasi di Desa Kait Kait Kecamatan Bati 

Bati. Produk madu lebih mudah dalam audit karena tidak melakukan penambahan bahan lain pada 

prosesnya. Madu malah mengalami penurunan kadar air agar tidak meledak karena tingkat keasaman 

yang tinggi. Hasil audit menyarankan IKM untuk mengikuti Pelatihan sistem jaminan Halal yang 

diselenggarakan oleh MUI.  

IKM kelima yang di audit adalah IKM Telaga Madu yang berlokasi di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari. 

Proses audit tidak jauh berbeda dengan audit IKM keempat. Hasil audit menyarankan IKM untuk 

mengikuti Pelatihan sistem jaminan Halal yang diselenggarakan oleh MUI. 

 

 

IKM Uyah Pencok Oyok Desa Kait Kait Kecamatan Bati Bati 

 



 

Proses Pembuatan VCO 

 

Kebun Ternak Lebah Desa Telaga Langsat Kecamtan Takisung 

 

 



 

Audit IKM Kerupuk Bakar Sidodadi 

 

Sarang Kelulut di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari 



 

Tempat Jemur IKM Kerupuk Bakar 

 

IKM Madu Yamni Honey Desa Telaga Langsat, Kecamatan Takisung 



 

Proses Audit IKM Kerupuk Bakar, Angsau, Kecamatan Pelaihari 

 

IKM Byhaf Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin 



 

Proses Audit IKM Byhaf 


